
DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku: 

Achmad Ali, 2017, Menguak Takbir Hukum, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2 Edisi Ke-
2. 

Alwan Hadiyanto, 2021, Pengantar Ilmu Hukum PIH, Bandung: Media Sains 
Indonesia. 

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 
Raja Grafindo Persada. 

Artidjo Alkostar, 2015, Korupsi Politik di Negara Modern, Yogyakarta: FH UII 
Press. 

Azhary, 2015, Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press. 

Bagir Manan, 2019, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi 
Liberalisasi Perekonomian, Bandar Lampung: FH UNILA. 

Haidir Rachman, 2021, Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan 
Pidana, Bekasi: CV. Intelektual Writer. 

I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam 
Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group. 

Imam Anshori Saleh, 2014, Konsep Pengawasan Kehakiman, Malang: Setara 
Press. 

Imron Rizki A., 2020, Pengantar ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis, Maksasar: 
CV. Social Politic Genius SIGn. 

Indriarto Seno Adji, 2019, Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana 
Korupsi, Jakarta: Kantor Pengacara Oemar Seno Adji & Rekan. 

Marbun, S.F, 2017, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di 
Indonesia, Yogyakarta: Liberty.  

Muladi, 2014, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni. 

Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. 

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, 
Surabaya: PT. Bina Ilmu. 

Pramudya Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, Etika Profesi Aparat Hukum, 
Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 



Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, 1983, Renungan Tentang Filsafat 
Hukum, Jakarta: C.V. Rajawali. 

__________, 2019, Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Bandung: Penerbit 
Alumni. 

Satjipto Rahardjo, 2017, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, 
Yogyakarta: Genta Publishing. 

Soerjono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Jakarta: Rajawali Press. 

Surachmin, 2021, Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah, 
Jakarta: Sinar Grafika. 

V. Harlen Sinaga, 2018, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Vilta Biljana Bernadethe Lefaan, et al., 2018, Tinjauan Psikologi Hukum dalam 
Perlindungan Anak, Yogyakarta: Deepublish. 

 

Disertasi: 

Marcus Lukman, 1997, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang 
Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta 
Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, 
Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung. 

 

Makalah: 

Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, Makalah, Universitas Indonesia. 

 

 

Internet: 

Detiknews, "Ketua MA Sebut Vonis Pinangki adalah Putusan yang Tidak 
Argumentatif", https://news.detik.com/berita/d-5875311/ketua-ma-sebut-
vonis-pinangki-adalah-putusan-yang-tidak-argumentatif., diakses pada 
tanggal 16 Juni 2023 pukul 14:49 WIB. 

Hukum Online, “Putusan Banding Pinangki Dinilai Cederai Rasa Keadilan, Begini 
Pandangan KY”, https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-
banding-pinangki-dinilai-cederai-rasa-keadilan--begini-pandangan-ky-
lt60c9a86aa85eb/., diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 15:10 WIB. 

https://news.detik.com/berita/d-5875311/ketua-ma-sebut-vonis-pinangki-adalah-putusan-yang-tidak-argumentatif
https://news.detik.com/berita/d-5875311/ketua-ma-sebut-vonis-pinangki-adalah-putusan-yang-tidak-argumentatif
https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-banding-pinangki-dinilai-cederai-rasa-keadilan--begini-pandangan-ky-lt60c9a86aa85eb/
https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-banding-pinangki-dinilai-cederai-rasa-keadilan--begini-pandangan-ky-lt60c9a86aa85eb/
https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-banding-pinangki-dinilai-cederai-rasa-keadilan--begini-pandangan-ky-lt60c9a86aa85eb/


 

Peraturan Perundang-Undangan: 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. 
 
 

 


